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l KATA PENGANTAR ]

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia me-
fis, geologis, hidrologis, dan demografis

miliki kondisi geogra olo;
ang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang di-
5ebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor

manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat
menghambat pembangunan nasional.

Ketentuan peraturan perundang-undangan menge-
nai penanggulangan bencana yang ada belum dapat di-
jadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat
dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat

upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoor-

dinasi, dan terpadu.

Potensi penyebab bencan
tuan Indonesia dapat dikelomp
bencana, yaitu bencana alam,
bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena
alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor,
kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam,
hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar

biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
obakaran hutan/lahan

akaan transportasi,
k industri, ledakan

a di wilayah negara kesa-
okkan dalam 3 (tiga) jenis
bencana nonalam, dan

Bencana nonalam antara lain k
iang disebabkan oleh manusia, kecel
egagalan konstruksi/teknologi, dampa

Nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
pa kerusuhan SOS.lal

Bencana sosial antara lain beru )
ering terjadi.

dan konflik sosial dalam masyarakat yang s
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Penanggulangan Bencana merupakan salah sat
bagian dari pembangunan nasional, yaitu seramgkaiaU
kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saar:
maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masit
dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaa;}
Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan
landasan hukumnya. Karena belum ada undang-undan
yang secara khusus menangani bencana. °

Untuk memberikan Landasan Hukum yang jelas bag;
Penyelenggara Penanggulangan Bencana, maka peme-
rintah telah mensahkan undang-undang No. 24 tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana yang berisikan ke-
tentuan-ketentuan pokok terhadap penanggulangan
bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan

pasca bencana.
Semoga bermanfaat.

Penerbit,
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